
BABI

PENDAHULUAN

A.        Latar Be]akang permasa]ahan

Perkembangan teknolori infomasi dan komunikasi pada era dirital membawa

perubahan  besar  dalam  cara
menyampaikan pendapat. Me

Facebook   telah    menjadi

mengekquesikan opiri s

berinteraksi,  memperoleh  informasi,  dan

ardsipasi dalan di

politikt . Ruang dirifal yang terbuka ini memang

), Instagraln,  TikTok,  dan

memun9kinkan    individu

engenai isu sosial maupun

uas

untuk    berpendapat,    naniun    sekaligus    menchadirkan

meningkatnyaperilrfuk

Berbagai  penelitian men

utama penyebaran ujar

maupunkelompok

muhikasi yangmengandunguja
an  bahwa media  sosial  in

ebencian

dan   masif   menbuat   penyeb

dikendalikan.   Dalam   konteks

dij amin melalui Pas

yang bexpotensi  in

kesenpatan in asyarckat

angan    baru    berupa

encian (hate speech) 2.

adi  salah  satu  medium

konflik antarindividu

yang bersifat terb

pQsitif   manrmn   negatif   sulit

tanegaraan  hdones

ayat {3) Undang-Undang

Tchun  1945,  yang  menegackan  bchwa  see

kebehasan   bexpendapat

e8ara Rapublik Indonesia

arga  negara  memiliki  hak  untck

menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Janinan konstitusional ini

menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi  merupakan bagian penting  dari  sistem

demokrasi.  Namun  demikian,  hak  tersebut  bukaulal  hak  yang  bersifat  absolut.

Pembatasan  terhadap  kebebasan  berpendapat  diperbolehkan  sepanjang  bertujuan

melindungi hak dan martabat orang Lain, mencegal diskriminasi, menguranri   potensi

permusuhan    berbasis identitas, serta menjaga ketertiban dan

1  Phihipus M.  Hzrtyon+  Perlindungan  Hiikum  bagi  Rakyat  di  Indonesia  azdisi  Baru).   (Sula\baya,..

Airlangga Universdy Press, 2018).
2MAItoa:I.FTrda:ryat,HateSpeechdanMediaSosial:PerspektifltharmPidanalndonesia.(¥ogrtckana:.

Pustcka Pelajar, 2021 ).
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keamanan umum. Dengan demikian, regulasi terhadap ujaran kebencian melalui media

sosial  menjadi  relevan   sebagal   upaya  menjaga  keseinbangan  antara  kebebasan

berekspresidanperlindungankepentinganpublik.3.Dalamkonteksdemokrasimodem,

pembatasan   yang   proporsional   merupakan   barian   penting   untuk   memastikan
kebebasan berekspresi berialan sejalan dengan tanggung jawab sosial.

Dalam hukum positif Indonesia, batasan terhadap kebebasan berpendapat di

ruang digital diatur dalan UndangrUndang

dan Transaksi Elektronik sebagalmanartelah di

19Tahun2016(UUITE).Pacal-palyang

Tahun 2008 tentang Infomasi

n Undang-Undang Nomor

dasarpenindckanterhadap
ujaran kebencian antara lain Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Penerapan kedua

pasal  ini  banyak  meninbulkan  perdebatan  karena  dindlal  memiliki  unsur  yang
multitafsir sehingga berpotensi menchambat kebebasan berekepresi.  Sejunlah  studi

jugamenunjukkanhahwapenerapanpasat-pasalUUITEa8apkalitidakselarasdengan

prinsip  perlindungan  hck  asasi  manusia,  khususnya  prinsip  proporsionalitas  dan
kepasti hukum4.  Fenomena tersebut menimbulkan  p€rtanyaan  penting  mengenai

a negara   menyeinbangkan   antara   perlindungan   terha

berpendapat   dan   kebHtuhan   untuk  membatasi   ujaran   kebencian   demi   menjaga

ketertiban umum. Di- ratu sisi, kebebasan belpendapat merupakan pilar fundamental

dalan  negara  demokratis \dan. dijamin  secara  koustitusioml.  Namun  di  sisi  lain,

ekspresi  yang  mengandung  unsur  penchinaan,  provokasi,  atau  diskriminasi  dapat

menimbulkan  dampak  sosial  yang  serius,  termasuk polarisasi,  perpecchan,  bahkan

tindckan kekerasan. Dalam konteks ini, negara dihadapkan pada dilema nomatif dan

praktis  dalan  merunuskan  batas  yang jelas  antara kritik  yang  sah  dengan  ujaran
kebencian yang melanggar hukum.

3 Muhammad Irfan Pratama dan Abdul Rahman, `Kebebasan Berpendapat dri Berckspresi di Media

Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," 9z"Ianr.il /#maiJ /nn#" ff#fu" 3, no.  I (2022):  I-16.
4  Silmu Hukum et al., "Pembatasan Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Memrut Interlrational

Covenant On Civil And Political Rights Afrizal Razqi Hananto Widodo," no. 12 (2005).
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Beberapa putusan pengadilan di indonesia menunjukkan baliwa penanganan

kasus uj aran kebencian kerap bergantung pada intexpretasi aparat penegak hukum. Hal

ini dapat dipahani mengingat rumusan noma dalan UU ITE dan regulasi terkait masih

mengandung  unsur  yang  bersifat  elastis,   saperti  frasa  "melanggar  kesusilaan,"
"penchinaan," atau "pemusuhan" yang penafsirannya dapat berbeda-beda antar kasus.

Akibatnya,  konsistensi  penerapan  hukum  menjadi  isu  krusial  yang  memengaruhi

kepastian hukum (/ear/ ce7?crz.7.f);) dan keadilan substantif.

Ketidakpastian ini juga dapat memunculkan kekhawatiran publik bahwa UU

ITE digunakan secara berlebihan {ov

ekspresi  politik  yang  sah,  sehing

partisipasi warga negara.

untuk menganalisis see

asackan

fow} untuk membungkam kritik atau

mengancani  iklim  demokrasi  dan

uraian tersebut penelitian ini penting dilakukan

bagaimana penerapan pasal-pasal dalam UU ITE

digunakan dalam menegalckan hckum terhadap ujaran keben€ian di media sosial tanpa

mengabaikan hck konstitusional

hanya menyoroti  aspe

tetapi juga memperti

putusan pengadilan y

warga negara untck be

atif berupa ketentuan per

an8kan praktik penegakan hoham

Pens

iat.   Analisis ini tidak

permdang-undangan,
elalui  studi  kasus  dan

ini dihara

memberikan  gambaran  yang

penegakan hukun te

mengenal  sejauh  nana  pralctik

ujaran kebencian di Indonesia selaras dengan prinsip negara

hukum (rule of law) dan perlindungan hak asasi manusia. Selain ifu, hasil penelitian ini

diharapkan  dapat  menjadi   bah

melakukan refomulasi regLilasi

inbangan  bagi  pembuat  kehijakan  dalan

maupun penguatan standar interpretasi hukum  agar

penerapannya lehih proporsional , konsisten, dan tidak bertentangan dengan nilal -nilai

demokrasi.

Universitas Kristen Indonesia



4

8. Rumusan Masa)ah

Dengan adanya penjabaran dari latar belakang deltas, maka permasalahan yang

akan dikaji dalam penelitian ihi dirunuskan sebagal berikut:

1.   Bagaimana  pengaturan  hukum  terkalt  kebebasan  berpendapat  dan  ujaran

kebencian    dalam    sistem    peraturan   perundang-undangan    di    Indonesia,

khususnya dalam kaitannya dengan UU ITE?

pelanggaran hak orang lain.

Ruang lingkup penelitian juga mencakup analisis terhadap penerapan pasal-

pasal  UU  ITE  dalam  penanganan  kasus  ujaran  kebencian,  balk  melalui  proses

penyidikan, penuntutan, maupun putusan pengadilan. Penelitian menelaah bagalmana

aparat     penegck     hukum     kepolisian,     kejcksaan,     dan     lembaga     peradilan

mendnterpretasikan ketentuan hukum, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat

5  0ktavia Rahma Dzhnii et al.,  "URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERIIADiap JURNALIS

DARI RISIKO KRININALISASI UNDANG-UNDANG," Jzf"us/ Zfrfum[ dan Kew¢rgr#egr#[z¢#  15,
no.11  (2025).
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(2)  UU  ITE,  serta  bagaimana intapretasi  tersebut  berdampak terhadap  kepastian
hndim dan perlindungan hck asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini tidak

hanya melihat teks hukum, tetapi juga praktik implementasinya dalam konteks sistem

peradilan pidana. Penelitian ini dibatasi untuk tidck membahas aspek teknis teknologi
informasi, seperti  sistem algoritma media sosial, mctode penyebaran konten digital,

maupun falctor-faktor psikologis yang memengaruhi perilaku pelaku ujaran kebencian.

Demikian pula, penelitian tidak mengkaji aspck linguistik mengenai analisis bahasa

b.   Tujuan Krfusus

1)   Mengetalui   dan  menjelaskan  pengaturan  hukum  mengenai

kebebasan berpendapat serta larangan terhadap ujaran kebencian

dalam sistem hukum Indonesia.

2)   Menganalisis  penerapan  pasal-pasal  UU  ITE  terhadap  kasus

ujaran kebencian di media sosial.
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2.   Kegunaan penelitian

a.   Kegunaan Teoretis

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  ilmiah  bagi

pengembangan  kajian  hckum  pidana  dan  hukum  siber,  khususnya

terkait    dinamika    kebebasan    beapendapat,    hatas-batasnya,    dan

penanganan ujaran kebencian di ruang digital. Selain itu, penelitian ini

dapat menjadi referensi bad peneliti lain yang mengkaji jsu serupa.

b.   Kegunan Hang
Secara prckds, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan

batl aparat penegak hukum, penibuat kebijalkan, dan masyarakat luas

dalam memahami penerapan pasal-pasal UU ITE secara proporsional,

adil, dan tidak

Peneliti

E.

bertentangan dengan hak k

i juga dapat membantu mas

menggunakan  media  sosial  dan  memal

berpendapat di

Kerangha Tcori dan Kerangha Konsep

1.   Kerancka Teori

Penelitian  iri  bertunpu

analitis    dalam    memahami

warga negara.

untuk lebih bijak dalan

batas-batas  kebebasan

beberapa teori  utama yang menjadi  landasan

antara    kebebasan    berpendapat,

pembatasan  hak,  serta  inplementasi  hukum  terhadap  ujaran  kebencian  di
Indonesia.

a.   Teori Kebebasan Berpendapat (John Stuart Mill)

Teori Kebebasan Bexpendapat dari John Stuart Mll menegaskan

bahwa   kebebasan   menyampalkan   pendapat   adalal   pilar   penting

masyarakat demokratis. Kebebasan in dianggap esensial bard pencarian

kebenaran, karena bahkan pendapat yang keliru sekalipun bermanfaat
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untuk menguji dan memperkuat kebenaran. Namun, Mll mengenalkan

harm  principle,  yaitu  bahwa  kebebasan  dapat  dibatasi jika  ekspresi

tersebut menimbulkan bahaya nyata bagi orang lain.6.

b.   Teori pembatasan Hak Asasi Manusia

Teori Pembatasan Hck Asasi Manusia menekankan balwa hak

bukanlah  absolut.  Dalan  sf stem Indonesia, Pasal  28J  ayat (2) UUD

1945  menga

pada pembat
hck   orang

ke

melalui undan

halt dan kebebasan harus tundulc

ang demi penchormatan terhadap

serta  menjaga  moralitas,  ketertiban  umum,   dan

an nasiona|.7

c.    TeoriNe

kekuasaan

kepasti

pada ev

ha (Rechtsstaat)
Negara    Hulrmi    (Rechf,g£fcltr*}   menegaskan    bahwa

negara haus berdasarkan h

uasi penerapan UU ITE

2.   Kerancka Konsep

dalan kasus

menjanin

a. Relevansi

ebencian.8.

Keran9ka   konsep   dalan   pen€1itian   iri   disusun   untuk   menggambarkan

hubungan   antara   tiga  konsep   inti,   yaitu   kebebasan   berekspresi,   ujaran

kebencian, dan media sosial, dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

a.    Kebebasan  berekspresi  dipahani  sebagai  hak  setiap  individu  untuk

menyampaikan  opini,  informasi,  maupun  kritik  tanpa  tekanan  atau

6  Denta  Lasonda  et  al.,  "Analisis  Yuridis  Tehait  Asas  Kebebasan  Berekapresi  dalam  Rancangan

Undang-Undang  Penyiaran  Terhadap  Pembunt  Konten  I,egal  Analysis  Related  with  the  Rights  to
Freedom of Expression according to The Bin on Broadcasting for Content Creator" 8, no. 2 (2024): 242-
57.
7 Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

8 M. Sutarman. Hukum Siber Indonesia: Regulasi, Kasus, dan Tantangan Penegakan Hukum. |Jakarta..

Kencana, 2020).
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kriminalisasi   yang   tidak   berdasar,   sesual   prinsip   demokrasi   dan

ketentuan konstitusional .

b.   Konsep ujaran kebencian dimaknai sebagai pemyataan, tindakan, atau

ekspresi yang mengandung unsur penchinaan, pemusuhan, provokasi,

atau serangan terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas

tertentu seperti agania, ras, etnis, atau golongan.

c.   media  sosial  diposisikan  sebagai  ruang  dighal yang  memungkinkan

penyebaran

belpotensi

ini,  peneliti

media sosi

F.        Metode p

Dalan  melck
penelitian  hukun  no
norm

secara   'cepat   dan   masif,   namun   sekaligus

cu kondik dan

enelaal

atur melalui regulasi

hukum. Melalui kerangka

kebebasan  berekspresi  di

UU ITh dan KUIH'.

penelitian  ini,  penulis  m€miffl  menggunakan  metode

(yuridis  nomatif)  yang  menekankan  analisis  terhadap
rinsip, dan asas hukum yang berlcku dalam

maupun  doktrinrdoktrin huk

berkaitan dengan pen

implementasi am Undang-Undang hforlnasi

(UU ITE) terhadap kasus ujaran kebencian.

permdan
isu utana

dangan

Si manusia, Serta

iscksi Elektronik

anha!cumnormatifmemun8kinkan

peneliti  untuk men9kaji  secara sistemals stndrfur hukum, konsepsi  normatif,  serta
keselarasan antara teori dan praktik penegakan hukum.

1.   Pendekatan penelitian

Dalam penelitian hukum nomatif ihi digunakan beberapa pendekatan berikut:

9 Peter Mahmud Marzuki, Pane/j[i.on Hufum, £di.sj Beyi.si. (Jakarta: Kencana, 2017), Hal 35.
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a.   Pendekatan perundang-undangan (Sr8f«tei4jzproacA)

Pendekatan   ini   dilakukan   dengan   mene]aah   berbagal   peraturan

perundang-undangan yang relevan, seperti UUD 1945, UU ITE, KUHP,
dan  regulasi  lain  yang  terkait  dengan  kebebasan  berpendapat  serta

ujaran kebencian. Melalui pendekatan ihi, peneliti menilal bagaimana

noma hukum dibentuk, ruang lin8kup pengaturannya, dan bagaimana

ketentuan dalam peraturan tersebut mengatur batasan-batasan terhadap

kebebasan berekspresi. Pendekatan ini juga temasuk kajian terhadap

perkembang dan in

b.   Pendehatan Konseptual

retasi hukum oleh otoritas negara.

Pendekatan  konseptual  digunakan  unt

kun€i sep`rfu kebebasan berpendapat, ba

aujarankebencian.Pendeka

okthn hukun, teori -teori dasar s

HAM serta teori ne

maliani  konsep-konsep

akasasimanusia,negara

erujckpadapandangan

rti teori John Stuart Mll,

kun. Melalui pendekatan

erangka

ganalfsis bagalana konsep

diterapkan dalani konteks pengaturan hukum di hdonesia. Pendekatan

iri  juga  membantu  menilai  apakah  fronsep-konsep  hukum  tersebut

selaras dengan standar intemasion al .

2.   Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalali segala refeliensi yang digunakan peneliti

untuk  memperoleh  dasar  normatif,  teori,  serta  informasi  pendukung  dalam

menganalisis pemasalalan hukum. Dalani pene]itian hukum normatif, sumber

bahan  hukum  menjadi  landasan  utania dalan  membangun  argumentasi  dan

menarik kesinpulan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
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a.   Bahan  Hukum  Primer  adalah  bahan  hukum  yang  memiliki  otoritas

langsung dan mengikat, karena berisi  ketentuan hukum  positif yang

berLaku.  Bahan  ini  meliputi  UUD  1945,  undang-undang,  peraturan

pemerintah, peraturan menteri, serta putusan pengadilan yang relevan.
Dalam penelitian in, balian hukirm primer digunakan untuk menelaah

dasar  konstitusional,  peraturan   penmdang-undangan,   serta  praldik

penegakan  hukum   terkalt  isu  kebebasan  berpendapat   dan  ujaran
kebencian.

b.   Bahan Hrfu

pemahanan,  atan  in

bahan yang memberikan penjelasan,

as balan  huloum  primer.  Bahan  ini

meliputi buku, jurmal ilmiah, artikel akademik, pendapat ahli, laporan

penelitian,  dan  doktrin  hukum.  Dalam  penelitian  ini,  balian  hukum
sekunde

pandang
kebebas

c.    Bahan

igunakan   untuk  menelaah   teori,   konsep   hukum,   dan

akademis  yang  mendukung

rekspresi   scta   pengaturan

am sistem hukum di hdone

menemukan, me

sekun

mengenai  batasan

in   terhadap   ujaran

g   memb
ani balian h

Contohnya  adalah  kamus  hukum,

hukun, bibliografi, dan glosariun. Dad

tersier     digun'ckan

mempermudah  per

eneliti

prmer maupun
opedia,   indeks

enelitian ini, bahan hukum

in    ketepatan    teminolod,

serta  memberikan   kejelasan

mengenai i stilah-istilah hukum yang relevan dengan tema penelitian.

3.   Teknik pengumpu]an dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara

menelusuri literatur hukum, peraturan penmdang-undangan, dan kajian ilmiah

terkait  topik  penelitian.  Analisis  bahan  hukum  dilakckan  secara  deskriptif
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kualitatif,  yaitu  dengan  mendeskripsikan  ketentuan  hukum  yang  berlaku,

menginterpretasikan  nomia,  serta  membandingkan  antara  teori  dan  praktik

penerapannya. Teknik analisis ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan
berdasarkan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan konsisten dengan

kerangka teori yang digunakan.

G.        Sistematika penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belckang,

penelitian,  keran

penulisan.

runusan in tujuan dan kegunaan

ri  dan  konsep,  metode penelitian,  serta  sistematika

BAB 11 : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA HUKUM

Membahas

undangan terkai

asas  hukLm,  dan  keten

ebasan berpendapat dan uJaran

BAR Ill : ANALISIS YURIDIS PENERAPA

peraturan  permdang-

SAL-PASAL UU ITE

BAB     IV     :     PENERAPAN    PASAL-PASAL    tJNDANG-UNDANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELERTRONIK TERHADAP KASUS

UJARAN KEBENCIAN DI MHDIA SOSIAL

Berisi hasil analisis terhadap penerapan hukum, studi kasus, serta pandangan

alhli hukun.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari penelitian.
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